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ABSTRAK

Pada sazt ini setiap orang  membutuhkan  sarang Pransportasi  untuk
mendukung segala aktivitsnya, Sepeda motor merupakan  salah safu jenis
kendaraan yang diminati masyarakat di Indonesiz, Berbagai merek Sepeda motor
di jual setiap harinva di pasaran. Ymaha sebapai salah san, produsen sepeda motor
yang hemaung dibawah Yamaha Motor Kencana Indonesia (YME]) MLEMpLUnyai
misi dan fujuan  utama vaitu berperan serta dalam memenuhi  kebutuban
masyarakal terhadap sepeda motor dan mendapatkan keuntungan atas penjualan
hasil peoduksinya. Berdasarkan lar belakang diatas menarik penulis untuk
mengetahui lebib lanjut mengenai bentuk Perjanjian Iual Beli dan Perlindungan
Konsumen yang diberikan Pihak Deealer Sentral Yamaha Kois Padang dan
mengetahui Kendals apa saja yvang dihadapi Delacr Sentral Yamahg dalam
memberikan  Perlindungan terhadap Konsumen. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode pendekatan vuridis sosiologis { socio legal researeh ). Ini
berarti pendekatan masalall malalu penclitian hukum dengan meliha narms
hukum yang berlaku, van £ dibubungkan dengan rrakicknya atau fakta di lapangan
terhadap  permasalahan yang ditemui dalam  penelitian, Pengumpulan  data
tdidapatkan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data sekunder. Teknik
penarikan  sampel yang  digunaksn  adalah purposive  sampling  artinva
pengambilan sampel berdasarkan tujuan vang ingin dicapai peneliti yang mana
penentuan sampel tersebut dianggap telah mewakili dan dapat memecahkan
permasalahan, yang diambil berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri. denpan
menckankan pada efisiensi waktu dan cfektifitas atau keakuratan hasil penelitian,
Dari Penelitian yang telab dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa
pentuk perjanjian jual beli pada Dealer Sentral Yamaha Koata Padang vaitu secaru
tertulis dan terbagi dalam 2 macam, secara tuna: dan kredit, perlindungan terhadap
wonsumen meliputi asuransi kerusakan dan kehilangan, serta PENgUrusan surat
identitas sepeda motor, Sedangkan  Kendala yang ditemui  lebih  hanyak
Stakibatkan kelalaian Individu baijk yang dilakukan oleh Pihak Dealer AP
Konsumen,



BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalal

Indenesia dewasa ini pial melakukan Pembangunan Masional di sepala
bidang, vang merupakan perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik
[ndenesia yaitu untuk mewnjudkan masyarakatl adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negarn Republik Indonesia tahun 1945,
Perlu diterapkan kesinambungan, reningkatan dan pelaksanaan pembangunan
nasional yang berdasarkan kekeluargaan  dalam suaty negara. Untuk mencapai
wjuan ersebut, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan
perkembangan ekonomi dan stabilitas nasional,

Salah satu aspek wvang berperan penting dalam hukum perdata vang
mengar aklifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah perjanjian, karena
perjanjian ity sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum sehubungan dengan
kemajuan teknologi saat ini. Perjanjian merupakan awal dari sebush hubungan
vang akan menimbulkan hak dan kewsjiban bagi pihak-pihak yang melakukan
reraniian terscbut,

R.Subekti mengpunakan istilah perjanjian yvang sama artinya dengan
stilah persetujuan’. Perjanjian diatur dalam Buku 111 Bab 11 Pasal 1313 sampai
—=ngan Pasal 1351 KUHPerdata memakai istilsh persetujuan untuk perfanjian,
sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

=21 lebih mengikatkan difnya terhadap satu orang lain atau lebih™,

'K Subekti, 1983, Pokok - Pokok Hrkur Pordara, PT. lelernoss, Jakarta, Wi, 1O



Perjanjian  berdasarkan  delinisi vang diberikan  dalam  Pasal 1313
KUHPerdata adalah perbuatan yang mengikatkan dirinva antara satu orang stau
lebib terhadap satu orang lain atau lebih, Pengikatan ind, seperti telah diuraikan
dalam Bab IV buku KUHPerdata oleh Pasal 1320 KUHPerdata dirumuskan dalam
bentuk;

1. Sepakat mereks yang mengikatkan dirinva.
2. Kecakapan untuk membuat suaiu perikatan,

3, Spatu bal tertentu.

n

Auat hal vang halal,

Uindang-undang memberikan hak kepada sctiap orang untuk secara bebas
membuat dan melaksanakan peranjian, selama 4 unsur diatas terpenuhi. Pihak-
pibak dalam perjanjian adalah bebas menentukan aturan main yang mereka
kehendaki dalam perjanjian tersebut, dan selanjutnva untuk melaksanakan sesuai
dengan kepakatan vang telah tercapai diantara mereka, selama dan sepanjang para
pihak tidsk melangpar ketentuan mengenai klausa vang halal. Artinya, ketentuan
yang distur dalam perjanjian tersebut tidak berlentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlakon,  ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan. dan
kebiasaan yang berlaku umum didalam masvarakat

Seperti vang telah diursikan di atas, pada dasamya perjaniian dibuat
berdasarkan kecakapan kedua belab pihak untuk  bertindak  demi  hukum
(pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksamakan suatu prestasi vang tidak

bertentangan  dengan  awran hukum  vang  berlako,  kepatutan, kesusilaan,

* Gunawan Wijave dan Ahmad Yani, 2000, Mk rentars Porfindungmr Konsumen,
PT.Grmedia Pustaka Utemna Jakarma, him, 52,



ketertiban  umum,  serta kebiasaan vang  berlaku  dalam masyvarakat lups
ipemenuhan syarat objektil). Namun, adakalanyva kedudukan dari kedua helah
pibik dalam suatu negosiasi tidak seimbang, vang pada akhimya melahirkas suaty
perjanjian vang tidak seimbang, dan melahirkan sua perjaniian yang tidak
terlaly menguntungkan hagi salah satw pinak *

Praktek-prakiek  dunia  usahg juga  menunjukkan  bahwa keuntungan
kedudukan terselut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian bako dan
atau klausal baku dalam setiap dokumen atay petjanjian yang dibuat oleh sylal
st pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Hal ini bersifal baku karena
baik  pedanjlan atau  klausula tersebut. tidak dapal dan tidak mungkin
dinepesiasikan  atau  ditawar  oleh pihak lainnva  atan dengen  kata lain
mengeunakan prinsip take it or feave it (perjanjian tersebul setuju dilaksanakan
atay tidak setuju dilaksanakan), Tidak adanya pilihan bagi salah sat mhak dalam
perjanjian ini, cenderung merugiken pihak vang kurang dominan tersebut, atay
2tzs klausula baku vang termuat dalam perjanjian yang ada.® Gunawan Widjava
“an Ahmad Yani merumuskan bahwy di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
#9899 Tentang Perlindungan Konsumen tiduk memberikan  definisi tentang
cenangian bakw, tetapi merumuskan klausula baku sehapgai setisp aturan atay
weientuan dan svarpt-svarat vang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebib
Zzhulu secara sepihak oleh peluku ussha vang dituangkan dalam suaty dokumen

=20 iy perjanjian yvang mengikat dan wijib dipenuhi oleh konsurmen,”

Y Gunawin Wijayn dan Ahmad Yani, Fhid kim 51
b Ibid him, 42,
" thid ki 54
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A,

PENUTUP

Kesimpulan

L.

Berkaitan dengan bentuk dan pelaksanaan peganjian jusl beli sepeda

motor di dealer sentral yamaha.

a. Benluk perjanfian Jual Reli
Perjanjian jual beli pada dealer sentral yamaha dilakukan dengan
perjanjian tertulis dimana apabila para pihak telah menvetujui
seluruh isi petjaniian maka para pihak dapat menandatangani surat
perjanjian tersebut dan mendapatkan haknya masing-masing,

b.  Pelaksanasn perjanjian jual beli
Perjanjian Jual Beli tersebut dilaksanakan dengan 2 cara pembelian
yailu tunai dan kredit. Pembelian denpan cara tunsi dapat
dilakukan dengan mudah, konsumen hanya menyerahkan toto copy
Eip atau identitss serta menyerahkan vang kepada dealer sentral
Yamaha, setelah itu sepeda motor dapat dimiliki oleh konsumen.
Pada pembelian  secara  kredit.  konsumen  terlebil dahulu
mengajukan surat permohonan pembelian secara kredit, kenudian
melengkapl segala persyaratan vang diajukan aleh PT. BAF
sebagai Jaminan atas sepeda motor vang dikredit.

Bentuk Perlindungan bagi Konsumen pacda pembelian sepeda motor

secara tunai. oleh Dealer Sentral Yamaha konsumen diberikan caransi

untuk mesin selama 3 tahun dan dibebaskan dad beban PeEngEurisar

sural-sural - kendaraan  bermotor. Pada  pembelion  sccara kredit



komsumen  diberikan  perlindungan yang lebih banyak daripada
pembelian secara tunal, dimana konsumen juga mendapatkan asuransi
terhadap kehilangan sepeda motor, asuransi terhadap Kecelakaan, dan

Jaminan perlindungan terhadap surat-surat kendaraan,

Kendala yang rerjadi pada pembelian secara tunai yaitu, seringova
konsumen merasa kecewa terhadap pelaku usaba yang melakukan
promost secara berlebihan., sehingpa konsumen vang telash memiliki
sepeda molor sering kali keeews dan merasa tertipu karena sepeda
matar yang dimiliki tidak sesuai dengan apa vang telah dipromosikan
pihak penjual. Pada pembelisn secary kredit. kendala yang terjadi
adzlah Kurangnya PT. BAF menginformasikan apa vang lerkandung
dalam isi dan klausula-klausula baku dalam perjanjian, walaugun
konsumen kadang kala malas membaca klavsula-klausula  haku
tersebut, Dan juga dalam hal ini terdapat kelalaian vang dilakukan
Credit Marketing (Mficer. demi mengefisienkan waktu, entah karenn
fupa atau disengaja. informasi tersebut tidak diberitahukan kepada
konsumen. Sehingea dengan demikian konsumen tidak menpetahui
posisinya sebagal apa, posisi perusahaan pembiayaan sebagai apa, dan
informasi-informasi  lain  yang scharusnya  diberitahukan  kepada
konsumen sesuai dengan {ugasnya dan kewajibannya schagai Credir

Marketing Office PT. Bussan Auto Finance.
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